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Abstract

Thisarticle entitled “The Application of KMARI No. 702 year of 2016 as
a Real Effot to reach the QualityAssurance of High Institution in Religion
Ministry”. Some descriptions of thistanle cover intoduction such as basis
law engagement performancesport engagement, anceview on eport
performance, some components in KMARI Nomor 702 year of 2016,
understanding performance engagement, understanding of engagement
performance, and meaningview on eport of performance. Then also
described about purpose arranging angagement performance, arranging
angagement performance, purpospait performance, form, delivgrrepott
performance year|yperformance year/yneasuring performance, indidcator
performance, and indicator main of performance, purp@sgéew on eport
performance, alangementeview on eportt performance. Last of this ticle
namely about conclusion aneflection.

Key words: Application, Regulation Minisyrof Religion, Effdr, Quality, High
Institution.

l.  Pendahuluan Agama (KUA), serta banyak ada Madrasah
Banyak upaya yang telah dilakukan oleMIN, MTsN, dan MAN) yang tersebar di
pihak pemerintah, dalam hal ini Kementeriaberbagai pelosok wilayah, yang wajib terus
Agama Republik Indonesia untuk memacdibina mutunya ke arah yang lebih baik menuju
tercapainya peningkatan mutu pengelolagercapainya target opini wajar tanpa
kinerja pada ribuan satuan kerja atau satugengecualian (WTP).
organisasi yang ada di bawah binaannya. Bila diperhatikan lagi keberadaan satuan
Beragam terobosan dilakukan untuk tercapkerja yang merupakan unit pelaksana teknis
target mutu dalam pengelolaan satuan kerfelPT) di bidang akademik yakni perguruan
yang tersebar ada di seluruh Indonesia. Mulanggi keagamaan negeri (PTKN), begitu
dari perangkat eselon satu dengan sembanyaknya ada di seluruh tanah air Indonesia.
jajarannya di pusat. Begitu banyak juga satudila dihitung jumlah sungguh memerlukan
kerja yang ada di daerah-daerah di seluryderhatian yang serius untuk diberikan
tanah airmulai dari jajaran KantaWilayah pembinaan dalam mutu kinerja aparatnya yang
Kementeria\gama tingkat provinsi, tingkat merupakan aparat sipil negara (ASN) yang
kabupaten/kota, sampai pada Kantor Urusdidak bisa dipandang sebelah mata. Perhatian
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dan pembinaan terhadap tenaga pendidik déBITAIN) ada sebanyak delapan belas buah,
tenaga kependidikan pada perguruan tinggakni : STAIN AcehTengah, Curup, Kudus,
keagamaan negeri sunguh-sungguh mengutésdiri, Watampone, Pamekasan, Bangka
perhatian guna terwujudnya target tercapaingelitung, Parepare, Jayapura, Sorong,
kualitas personil yang bermutu untuk melayaleulaboh, Bengkalis, dan Majene. Selanjutnya
masyarakat akademis secara optimal, sec&@KN yang berstatus Sekol@imggiAgama
transparan, secara professional, dan sec@adha Negeri (SABN) ada dua buah yakni
bertanggung jawab. Hal inilah yang sang&TABN RaderWijayaWonogiri dan SABN
penting menjadi perhatian oleh pemerintah yaryiwijayaTangerang. Kemudian PTKN yang
harapannya agar pelayanan yang ‘bersberstatus SekoldfinggiAgama Kristen Negeri
melayani’ dan ‘lebih dekat melayani umat(STAKN) ada sebanyak tujuh buah, yakni :
menjadi prioritas utama menuju kualitas yan§ TAKN Kupang,Toraja,Tarutung, Palangka
dapat dipertangungjawabkan secara positif d&aya, ManadoAmbon, dan Sentani.
bermutu. Selanjutnya PTKN yang berstatus Sekolah
Berdasarkan hasil Rapat KoordinasiinggiAgama Hindu Negeri (3¥HN) ada tiga
(Rakor) Pimpinan perguruan tinggi keagamaasuah, yakni : SAHN Gde Pudja Mataram,
negeri seluruh Indonesia, tanggal 30 Desemi@®TAHN Tampung Penyang Palangka Raya,
2016, bertempat di KementeriAgama Rl  dan SRHN Mpu Kuturan Singaraj&da satu
Jalan Thamrin Jakarta Pusat, yang dihadiri jug@l KN yang berstatus Sekol@imggiAgama
oleh para pejabat eselon I, para Kakanwi{atolik Negeri yakni SAKN Pontianak
Kemenag provinsi seluruh Indonesia, pargalimantan Barat. Keseluruhan PTKN tersebut
Kepala BDK seluruh Indonesia, ada diperolememerlukan perhatian khusus dalam hal
informasi menenai keberadaan perguruan tinggeningkatan kualitas pembinaan dan kualitas
keagamaan negeri bahwa keberadagengelolaannya, sehingga diharapkan mampu
perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) adnenjadi perguruan tinggi keagamaan negeri
seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar tujyang berkualitas dengan standar kelas dunia
puluh PTKN, bahwa ada sebelas PTKN yangtau yang banyak didengungkan merVdatid
berstatus Universitas Islam Negeri (UIN)Class of UnivetsitfyWCU). Semoga mutu
seperti : UIN Jakarta, Bandung, Malang, Riaygerguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) di
Makasar Yogyakarta, Surabayaceh, Indonesiabisaterwujud mencapai mutu terbaik,
Palembang, Semarang, dan Medan. Sedangkamg akan mampu mencetak kader-kader
PTKN yang berstatus Instithgama Islam muda Indonesia yang kompetitif dalam segala
Negeri (IAIN) sekitar tiga puluh dua buah potensi dan peluangnya.Pada sisi lain juga ada
yakni : IAIN Banten, Cirebon, Lampung,banyak satuan kerja yang dinamai Balai Diklat
Mataram, Padang, Banjarmasfmbon, Keagamaan (BDK) di beberapa kota di
Gorontalo, Jambi, Surakarta, Bengkuluindonesia, yang juga wajib diberikan perhatian
Tulungagung, Palu, Padangsidimpuardan pembinaan secara intensif guna terwujudnya
PontianakTernate, Purwokerto, Samarindappini Kementeriadgama Republik Indonesia
Palopo, JembeiSalatiga, Palangka Rayayang berkualitas di mata masyarakat agama di
Kendari, Langsa, Manado, Bukittinggi,wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
BatusangkaMetro Lampung, Lhokseumawe,(NKRI) yang tercinta dari daerah Sabang
Pekalongan, Ponorogo, Kerinci, dan satu yarsgmpai ke daerah Merauke.
berstatus Institut Hindu Dharma Negeriyakni Dalam hal paparan mengenai mutu
IHDN Denpasar Kemudian PTKN yang perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN)
berstatus SekolahnggiAgama Islam Negeri yang ada di Indonesia, maka pada perguruan
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tinggi keagamaan negeri dari agama Hindu yaoerah di jajaran Kementerigkgama
jumlahnya ada empat buah, bahwa potensi dRepubklik Indonesia merupakan hal yang positif
eksistensinya penting diberikan perhatian yardan merupakan upaya pemerataan pembinaan
lebih baik ke depannya. Banyak potensi yargecara vertical maupun horizontal
dimiliki yang masih perlu dibina, diberikanKeberadaan Kementerid&gama Republik
motivasi, ditingkatkan mutunya, dibenahindonesia ditingkat pusat penting didukung juga
pengelolaannya, ditingkatkan statusnya, maupoteh para aparat yang ada di berbagai daerah
hal-hal lainnya terkait dengan pembinaadi seluruh tanah aiyang pada intinya kinerja
pengelolaan keuangan, pengelolaaaparat pentingterus digenjot untuk dibina ke
administrasinya, pengelolaan sumber dayaah bermutu dan profesional. Hal penting yang
manusianya, pembinaan pengelolaadiuraikan pada pendahuluan ini, meliputi : dasar
kemahasiswaannya, pengelolaan asskikumperjanjian kinerja, laporan kinerja dan
pemerintah atau barang milik negara (BMNYgeviu atas laporan kinerja, beberapa komponen
pembinaan mutu akreditasi institusinya dapada KMA Rl Nomor 702 tahun 2016,
akreditasi prodinya, pembinaan pengelolagmengertian perjanjian kinerja, pengertian
jurnal iimiahnya, pembinaan mutu penelitannydaporan kinerja, dan pengertian reviu
pembinaan mutu pengabdian kepadataslaporan kinerja seperti paparan berikut ini.
masyarakat (PkM), pembinaan mutu
kerjasama internal instansi di Indonesia dah1l Dasar Hukum Perjanian Kinerja,
antar instansi dengan pihak luar negeri dan Laporan Kinerja dan Reviu atas
tindak lanjutnya, pembinaan disipliparat Sipil Laporan Kinerja
Negara (ASN), pembinaan pengelolaan sarana Beberapa peraturan resmi pemerintah yang
prasarananya, dan sebagainya. Hal yang sangjgdikan dasar hukum dalam menetapkan
mendesak untuk diberikan perhatian untuKeputusan Mentefigama Republik Indonesia
pembinaan dalam mutu PTKN Hindu adalabomor 702Tahun 2016 tentang Pedoman
mutu sumber daya manusia (SDM) yang terkdferjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, data
dengan kinerja aparat, laporan kinerja apar&ara ReviuAtas Laporan Kinerja pada
serta upaya peningkatan mutu kinerja aparatiklementeria\gama, antara lain : a) Peraturan
PTKN Hindu di Indonesia. Hal tersebut sang&®emerintah Nomor ahun 2006 tentang
urgentuntuk dibina terus yang harapanny&elaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
dapat menjadi lebih baik dalametion and Pemerintah; b) Peraturan Pemerintah Nomor
performance personalAAPP) pada 39Tahun 2006 tentariata Cara Pengendalian
perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKNJan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Hindu di masa depan yang lebih gemilang dalaRembangunan; ¢) Peraturan Pemerintah Nomor
pelayanan kepada umat Hindu Indonesia. 40Tahun 2006 tentantata Cara Penyusunan
Perhatian penting yang sangat mendes&encana Pembangunan Nasional; d) Peraturan
pada kondisi kekinian dalam rangkaresiden Nomor ZBahun 2014 tentang Sistem
memantapkan eksistensi dari beberapa PTKAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; e)
Hindu adalah upaya untuk penerapan KMARPeraturan Presiden NomorTahun 2015
Nomor 702 tahun 2016 mengenai “Pedomaentang Organisasi Kementerian Negara; f)
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, data  Peraturan Presiden Nomor 88hun 2015
Cara Reviu atas Laporan Kinerja padgéentang KementeriaAgama; g) Peraturan
Kementeriagama” (KMARI Nomor 702 Menteri Negara Pendayaguna@paratur
Tahun 2016). Perhatian tentang kinerja pafdegara Nomor 09/MAN/05/2007 tentang
personal di tingkat pusat sampai ke daeraRedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
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di Lingkungan Instansi Pemerintah; h) PeraturaéBingaraja. Peningkatan mutu penyelenggaraan
Menteri Negara Pendayaguna@aparatur perguruan tinggi agama Hindu negeri di
Negara Nomor 20/MAN/11/2008 tentang Indonesia menjadi bagian yang sanggént
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utamajntuk dierapkan secara konsisten guna
i) Peraturan Menteigama Nomor 28ahun mendapatkan keluaraotpuf) serta
2009 tentang Pembentukan Satuan Kerjaendapatkan hasib{gtcoméyang bermutu.
Kantor Misi Haji Indonesia dirab Saudi;j) Perguruantinggi keagamaan Hindu negeri wajib
Peraturan MenteAgama Nomor 18ahun memiliki komitmen dan tanggungjawab besar
2011 tentang Pedoman Pembentukan damtuk mewujudkan kualitas atau mutu
Penyempurnaan @anisasi Instanskertikal dan  pengelolaan secara baik, bemkan bermutu.
Unit Pelaksan@eknis Kementerishgama; k) Pengelolaan yang dimaksudkan adalah
Peraturan MenteAgama Nomor 13ahun menyangkut kualitas perjanjian kinerja, kualitas
2012 tentang @anisasi dammata Kerja laporan kinerja, serta kualitas reviu atas laporan
InstansiVertikal KementeriarAgama; ) kinerja para personil pada masing-masing
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaerguruan tinggi Hindu negeri di Indonesia, baik
Aparatur Negara dan Reformasi Birokraskinerja para pegawai maupun kinerja para
Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjlgknis dosennya. Setidaknya para pegawai dan para
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadata dosen pada perguruan tinggi agama Hindu
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansiegeri dapat memahami, menerapkan, dan
Pemerintah;m) Peraturan Ment&gama menindaklanjuti mutu kinerja, mutu laporan
Nomor 42Tahun 2016 tentang Qanisasi dan kinerjanya secara konsisten dan penuh
Tata Kerja KementeriaAgama; dan n) komitmen.
Keputusan MenteAgama Nomor 33ahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementeridr? Beberapa Komponen pada KMARI
AgamaTahun 2015-2019 (Anonim, 2016 :6-  Nomor 702Tahun 2016
8). Dalam paparan mengenai “Penerapan
Beberapa dasar hukum pada Keputus@MARI Nomor 702 Tahun 2016 Sebagai
MenteriAgama sebagaimana diuraikan di atag/paya Nyata Menuju Kualitas Penjaminan
merupakan dasar utama dalam upaya untikutu PeguruanTinggi Pada Kementeran
menerapkan penjaminan mutu pada satu&gama” diuraikan mengenai beberapa
kerja di lingkup Kementeriahgama Republik komponen, antara lain : a) Perjanjian Kinerja;
IndonesiaTermasuk juga bagaimana upayé) Laporan Kinerja; dan ata CaraReviu atas
untuk menerapkan adanya ketentuan yahgporan Kinerja. Ketiga materi dalam paparan
berlaku untuk meningkatkan kualitas atau muini merupakan hal yang sangat urgen dalam
penyelenggaraan pada perguruan tinggangka untuk meningkatkan mutu atau kualitas
keagamaan negeri di bawah binaapenyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan
Kementeria\gama Republik Indonesia, yangnegeri termasuk juga perguruan tinggi agama
juga ada beberapa perguruan tinggi negetindu negeri di Indonesia. Dirasakan tidak
Hindu, di antaranya Institut Hindu Dharmahanya untuk perguruan tinggi Hindu negeri saja,
Negeri (IHDN) DenpasarSekolahTinggi namun juga penting untuk perguruan tinggi
Agama Hindu NegerTampung Penyang agama Hindu swasta yang ada di Indonesia,
(STAHN-TP) Palangka Raya, Sekol@inggi  oleh karena beberapa perguruan tinggi Hindu
Agama Hindu Negeri Gde Pudja @IN-GP) swasta yang ada di Indonesia juga mendapat
Mataram, dan SekoldfnggiAgama Hindu pelayanan, perhatian, sentuhan, pembinaan,
Negeri Mpu Kuturan (SAHN-MK) serta bantuan material atau bantuan pendanaan
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dari pemerintah melalui Kementerilsgama sebagaimana dijelaskan di atas, maka upaya
Republik Indonesia melalleading sector untuk memenuhi untuk melaksanakan tugas dan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakafungsi yang sesuai dengan yang ditentukan pada
Hindu yakni melalui Direktorat Pendidikanperjanjian kinerja yang telah disepakati dan
Tinggi Hindu. ditandatangani sebelumnya. Semua bentuk
Komponen utama dalam upaygenugasan, kinerja, pelaksanaan kerja, dan
peningkatan mutu pendidikan tinggi Hindusegala hal yang telah disepakati pada perjanjian
negeri maupun swasta di Indonesi&inerja tentu dilaksanakan sesuai dengan
sesungguhnya merupakan upaya positif d&ketentuan yang berlaku. Perjanjian kinerja
factual untuk meningkatkan kualitas tata kinerj@iharapkan dilaksanakan, dikerjakan,
peningkatan tata pelaporan kinerja, sertdiselenggarakan dengan baik, berdan
peningkatan kualitas tata cara reviu atas laporberkualitas. segala bentuk kinerja yang
kinerja. Dalam faktanya walaupun perguruadicantumkan pada perjanjian kinerja agar
tinggi Hindu yang swasta tidak ada membualijalankan sesuai koridor peraturan yang
perjanjian kinerja dengan pihak pimpinan doerlaku maupun ketentuan yang telah
pusat, namun kaitannya dengan kualitas laporditetapkan oleh pihak atasan atau pihak
yang menyangkut kinerja yang ada hubunganngamerintah, sehingga upaya, program, kegiatan,
dengan keuangan yang diterima atau yamnerja menjadi sukses, berhasil,dan tertib kerja
dibantu oleh pihak pusat tentu juga merupakaang dilakukan oleh para pegawai, para dosen
hal penting untuk diacu. Pada perguruan tingdan para unsur pimpinan.
Hindu negeri bahwa tiga komponen tersebut di
atas merupakan hal yang tidak bisa diabaikdr4 Pengertian Laporan Kinerja
begitu saja, oleh karena hal itu bersifat prinsip  Yang dimaksud dengan “Laporan kinerja
yang wajib diterapkan, wajib dipatuhi, wajibmerupakan bentuk akuntabilitas dari pelak-
dilaksanakan, serta wajib dipenuhi degasanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kesungguhan maupun dengan penutepada setiap Satuan Organisasi/Kerja pada
tanggungjawab. Komponen manapun dementerianAgama atas penggunaan
lingkungan perguruan tinggi Hindu negeri yangnggaran” (Anonim, 2016 : 28). Perguruan
tidak berupaya untuk itu, maka resikony#inggi keagamaan negeri merupakan salah satu
adalah tentu mendapatkan sanksi yang tidaltuan organisasi atau satuan kerja di bawah
ringan sesuai dengan ketentuan yang berlakimaan yang dilakukan oleh Kementefigama
di negeri Indonesia yang wajib adanya sad&epublik Indonesia. Semua komponen yang
hukum yang berlaku sebagaimana yang telalla pada perguruan tinggi keagamaan negeri
disebutkan pada point dasar hukum pada tuliseermasuk perguruan tinggi keagamaan Hindu

di awal paparan ini. negeri, seperti pada InstitutHindu Dharma
Negeri dan Sekolafinggi Agama Hindu
1.3 Pengertian Perjanjian Kinerja Negeri yang memiliki perangkat personil atau

Sesuai KMARI Nomor 702 tahun 2016para pegawai dan para dosen agar melakukan
ada dijelaskan apa itu perjanjian kinerjafaporan kinerja secara baik, akurat, dan
“Perjanjian kinerja merupakan lembarberkualitasApa yang menjadi tugas dan
dokumen yang berisikan penugasan daftingsinya agar diupayakan untuk membuat
pimpinan instansi yang lebih rendah untukaporan dan membuat pertaggungjawaban
melaksanakan program/kegiatan yang disertsesuai makna yang terkandung pada pengertian
dengan indicator kinerja” (Anonim, 2016 : 10)dijelaskan sebelumnya.

Dengan pengertian perjanjian kinerja
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1.5 Pengertian Reviu atas‘ Laporan bahwa betapa pentingnya penerapan peraturan
Kinerja tersebut guna sebagai tuntunan untuk
Sesuai Keputusan Mentgkgama Rl menyelenggarakan perguruan tinggi keagamaan

Nomor 702 tahun 2016 ada dijelaskanegeri yang bermutu dan kapabel dalam kinerja,

mengenai pengertian Reviu atas Laporaehingga pelayanan pada perguruan tinggi

Kinerja bahwa “reviu merupakan penelaahamenjadi lebih baik dan lebih bermartabat

atas laporan kinerja untuk memastikan bahveebagai perguruan tinggi yang diminati oleh

laporan kinerja telah menyajikan informasmasyarakat akademis di Indonesia. Mari simak
kinerja yang andal, akurat, dan berkualitagieberapa uraian yang terkait dengan penjelasan

(Anonim, 2016 : 60). Program kerja atalyang bersifat naratif seperti uraian berikut ini,

agenda kegiatan yang diselenggarakan olgang harapannya dapat bermanfaat buat

pihak pelaksana pada perguruan tinggienigkatan mutu kinerja perguruan tinggi.
keagamaan negeri agar diupayakan untuk

dikaji, ditelaah, dibahas, dicermati, sert.1Tujun Penyusunan Perjanjian Kinerja

dilakukan pembahasan yang akurat, cermat, Menyimak pengertian mengenai perjanjian

benaydanup to datesehingga laporan kinerjakinerja seperti uraian sebelumnya bahwa upaya
dapat dipercaya kebenarannyayntuk menyusun perjanjian kinerja memiliki
kelengkapannya, dan keakuratannya sesumgberapa tujuan. tfuan penyusunan perjanjian
harapan dari laporan kinerja yang memenukinerja bertujuan untuk : 1. Mewujudkan
standar laporan keuangan yakni laporan yakgmitmen antara penerima dan pemberi amanah
akuntabel dan berkualitas baik dan benaintuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

Laporan kinerja yang telah ditelaah merupakdanansparansi dan kinerja aparatur; 2.

laporan kinerja yang berkaitan dengaiMenciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

keuangan yang sangat wajib dapadvaluasi kinerja aparatur; 3. Menilai
dipertanggungjawabankan kebenararkeberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
kelengkapan bukti fisiknya, serta laporasasaran organisasi serta menjadi dasar
kinerja yang memenuhi ketentuan dalarpemberian penghargaan dan sanksi; 4. Menjadi
laporan keuangan. dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi, dan supervisi atas

Il. Penerapan KMARI Nompr 702 tahun perkembangan/kemajuan kinerja penerima
2016 Sebagai Upaya Nyata Menuju amanah; dan 5. Menjadi dasar dalam
Kualitas Penjaminan Mutu Perguraun  penetapan sasaran kinerja pegawai” (Anonim,
Tinggi KementerianAgama 2016 : 10—1). Dalam Keputusan Menteri
Dalam bagian ini diuraikan mengenai tujuah\gama Republik Indonesia seperti yang

penyusunan perjanjian kinerja, penyusunatiuraikan di atas, maka ada lima tujuan utama

perjanjian kinerja, tujuan laporan kinerja, formagang wajib dipahami dan dipenuhi dalam upaya
laporan kinerja, penyampaian laporan kinerjaelaksanakan perjanjian kinerja tentu dalam
laporan kinerja tahunan, pengukuran kinerjgenerapan perjanjian kinerja pada perguruan
indikator kinerja, dan indikator kinerja utamatinggi keagamaan negeri sesungguhnya tujuan
tujuan reviu atas laporan kinerja, dan tata cap@nyusunan perjanjian kinerja sebagai upaya
reviu atas laporan kinerja. Beberapa sub uraigositif agar diketahui dalam kinerja apakah
sesuai yang diharapkan dalam sub ini bahveadah benarapakah sudah sesuai dengan
dalam penyelenggaraan dan penerapdésrmatnya, dan sesuai dengan standar perjanjian
mengenai KMARINomor 702 tahun 2016 kinerja.
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2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Diuyapakan jangan sampai lewat dari batas
Dalam rangka untuk menyusun perjanjiamvaktu tersebut, oleh karena jika terlambat,
kinerja pada unit atau satuan kerja perguruanaka hal itu berakibat beresiko yang tidak baik,
tinggi keagamaan negeri termasuk padika bisa diupayakan lebih awal maka hal itu
perguruan tinggi Hindu negeri di Indonesialebih baik.
maka tata caranya mencakup beberapa hal atau Ketiga,Penggunaan sasaran dan indikator
beberapa langkatdapun tata cara yangpada sub ketiga ini dijelaskan bahwa “Perjanjian
dimaksudkan adalapertama Pihak yang kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang
menyusun dan menandatangani Perjanjiamenggambarkan hasil-hasil yang utama dan
Kinerja, pada point f yakni Unit Pelaksan&ondisi yang seharusnya, tanpa mengesam-
Teknis (UPT) pada sub 1) ditegaskan pingkan indikator dan kondisi yang relevan. Sub
“PerguruanTinggi Keagamaan Negeri,d. Pada satuan kerja (kanwil/kankemenag
Perjanjian Kinerja pada perguruan tinggkab./kota) dan unit pelaksana teknis (PTKN/
keagamaan negeri disusun dan ditandatang&alai/KMHI/Madrasah), sasaran yang
oleh pimpinan PTKN masing-masing damigunakan menggambarkan paling sedikit
disetujui oleh Direktur Jendral terkait” (Anonim,keluaran ¢utpud pada bidangnya serta
2016 : 1). Dalam hal ini, bahwa perjanjianmenggunakan Indikator Kinerja Utama satuan
kinerja ditandatangani oleh Rektor IHDNKkerja dan indikator kinerja lain yang relevan”
Denpasarpara Ketua pada Sekoladlmggi  (Anonim, 2016 : 15). Hal ini penting dicermati
Agama Hindu Negeri, seperti : Ketua®IN-  bahwa indikator utama dan indikator lain yang
TP Palangka Raya, Ketua 8HN-GP relevan perlu dikombinasikan sesuai dengan
Mataram, dan Ketua 3HN-MK Singaraja, penggunaan sasaran dan indikatornya. Dalam
dengan diketahui atau disetujui oleh Direktunal penyusunan perjanjian kinerja bahwa
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindundikator utama dan indikator lain yang relevan
KementerianAgama Republik Indonesia dapat ditentukan sesuai kinerja pada satuan
JakartaKeduag Waktu Penyusunan Perjanjianmasing-masing PTKN.
Kinerja, pada point f. Unit Pelaksaheknis Keempat,Format Perjanjian Kinerja
(UPT) pada angka 1) RmrruanTinggi sesuai KMARI 702 tahun 2016, bahwa secara
Keagamaan Negeri dinyatakan : “Perjanjianmum ada dua bagian format yakni pernyataan
Kinerja pada PTKN disusun danperjanjian kinerja dan lampiran perjanjian
ditandatangani paling lambat 35 (tiga puluh lim&inerja. Namun juga tetap memperhatikan
hari kalender setelah DVPTKN diterima oleh muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja.
masing-masing pimpinan PTKN” (ibid, 12). HalMengenai sub a. Pernyataan Perjanjian Kinerja
tersebut dapat dipahami jika DIPTKN telah  dijelaskan : “b)lingkat unit eselon |, unit eselon
diterima pada tanggal 9 Desember 2016 (untuk satuan kerja (kanwil/lkankemenag kab./
di STAHN-TP Palangka Raya), makakota), dan UPT (PTKN/Balai/KMHI/
perjanjian kinerja wajib sudah ditandatangamadrasah) pada anak lampiran I.B.” (Anonim,
selambat-lambatnya pada tanggal 14 Janud@f16 : 15). Selanjutnya mengenai sub b.
2017, dan pada PTKN Hindu negeri yang diampiran Perjanjian Kinerja, “5)igkat Unit
IHDN Denpasardi STAHN-GPMataram dan Pelaksana teknis (PTKN/Lajnah/KMHI/Balai/
di STAHN-MK Singaraja menyesuaikan Madrasah) terdapat pada anak lampirari .G
dengan kapan telah diterima BHaya. Perlu (ibid). Untuk melengkapi pemahaman terkait
diingat bahwa batas waktu tiga puluh lima hapernyataan perjanjian kinerja dan lampitran
itu merupakan batas waktu yang paling lambaierjanjian kinerja terutama mengenai I.B. dan
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|.G. sebagai yang dikutip di atas, maka dapat4 Format Laporan Kinerja, Penyam-
diperhatikan pada KMARINomor 702 tahun  paian Laporan Kinerja, Laporan
2016 pada halaman 17 dan pada halaman 26. Kinerja Tahunan, Pengukuran
Kelima,Revisi dan Perubahan Perjanjian  Kinerja, Indikator Kinerja, dan
Kinerja, dinyatakan bahwa : “Perjanjian kinerja  Indikator Kinerja Utama
dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi Berkenaan dengan uraian format laporan
kondisi sebagai berikut : a. terjadi pergantiakinerja, penyampaian laporan kinerja, laporan
atau mutasi pejabat; b. perubahan dalam stratkigfierja tahunan, pengukuran kinerja, indikator
yang mempengaruhi pencapaian tujuan d&merja, dan indikator kinerja utama, yang
sasaran (perubahan program, kegiatan daesuai dengan Keputusan Mentkgama
alokasi anggaran); dan c. perubahan prioritékepublik Indonesia Nomor 702 tahun 2016,
atau asumsi yang berakibat secara signifikamaka dapat diuraikan seperti paparan berikut
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaram’; yang harapannya dapat memberikan
(ibid). Dengan menyimak hal-hal terkait revispemahaman yang komprehensif dan edukatif.
dan perubahan perjanjian kinerja sesuai yamgberapa sub uraian sebagaimana judul tulisan
telah dikutip di atas, bahwa revisi dan perubahalnatas, bahwa ada dua format yakni : a) format
perjanjian kinerja dapat dilakukan sesuai yarigporan kinerja triwulan I, triwulan 11, triwulan
telah ditentukan tersebut di atAda tiga hal 11I, dan triwulan IV yang berisikan mengenai
yang perlu diperhatikan jika diinginkan untuksasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja,
dilakukan revisi dan perubahan perjanjiadan realisasi kinerja. Contoh formatnya dapat
kinerja. Jadi revisi dan perubahan tidakiperhatikan pada KMARI Nomor 702 tahun
sembarangan bisa dilakukan oleh pihak yar&916 pada format II.A sampai dengan format

menyepakati perjanjian kinerja. II.H. pada halaman 40, 42, 45, 47, 49, 51,53,
dan 56. Kemudian mengenai format laporan
2.3Tujuan Laporan Kinerja kinerja tahunan yang disusun oleh setiap satuan

Adapun tujuan laporan kinerja, sebagaierja atau satuan organisasi yang menyusun
berikut : “1. Memberikan informasi kinerja yangperjanjian kinerja dan menyajikan informasi
terukur kepada pemberi mandat atas kinerfantang : “1. Uraian singkat organisasi; 2.
yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagancana dan target kinerja yang ditetapkan; 3.
upaya perbaikanberkesinambungan bagi satudaengukuran kinerja; dan 4. Evaluasi dan analisis
organissi/kerja pada Kementerigama untuk  kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
meningkatkan kinerjanya” (Anonim, 2016 : 28)program/kegiatan dan kondisi terakhir yang
Menyimak kutipan bahwa tujuan laporarseharusnya terwujulinalisis ini juga mencakup
kinerja ada dua yang dapat diegaskan sebagéas efisiensi penggunaan sumber daya”
berikut :pertamauntukmemberikan informasi (Anonim, 2016 :29). Mengenai contoh
yang terukur yang seharusnya dicapai, ddarmatnya adalah format Il.| pada KMARI
kedua untuk upaya perbaikan laporan kinerjlomor 702 tahun 2016 guna dapat diacu
bagi satker guna meningkatkan kualitas laporatalam penerapannya pada PTKN Hindu negeri.
kinerjanya. Harapannya bahwa antara pemberi Selanjutnya mengenai penyampaian
mandat mencapai kualitas kinerja sertaporan kinerja untuk triwulan I, triwulan II,
diperlukan perbaikan agar kualitas kinerj&riwulan I, dan triwulan IVbahwa laporann
semakin baik dan bengmang pada akhirnya kinerja disampaikan secara berkala, pada Unit
kualitas kinerja dapat bermutu baik damPelaksan@eknis PeguruanTinggi Keagamaan
benar Negeri, dijelaskan “laporan kinerja triwulan |
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pada PTKN disusun berdasarkan perjanjiaanggal lima bulan Februari tahun selanjutnya”
kinerja yang ditandatangani oleh pimpinaifibid, 37). Laporan Kinerjdahunan untuk
PTKN dan disampaikan kepada Direktuperguruan tinggi keagamaan negeri termasuk
Jenderal terkait paling lambat tanggal tiga bel@mda perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri,
bulan April tahun berjalan” (ibid, 30). bahwa laporan kinerja tahunan disampaikan
Kemudian untuk “laporan kinerja triwulan llkepada Direktur Jenderal Bimbingan
pada PTKN disusun berdasarkan perjanjiaviasyarakat Hindu, untuk perhatian (u.p.)
kinerja yang ditandatangani oleh pimpinasekretaris Direktur Jenderal Bimbingan
PTKN dan disampaikan kepada DirektuMasyarakat Hindu, yang tembusannya
Jenderal terkait paling lambat tanggal tiga belassampaikan kepada Sekjen Kementerian
bulan Juli tahun berjalan” (ibid, 32). Selanjutny@dgama RI u.p. Kepala Biro Ortala.
untuk penyampaian laporan triwulan IlIPenyampaian laporan kinerja tahunan paling
dijelaskan “laporan kinerja triwulan 11l padalambat tanggal lima Februari tahun selanjutnya.
PTKN disusun berdasarkan perjanjian kinerj@ontoh : laporan kinerja tahunan untuk tahun
yang ditandatangani oleh pimpinan PTKN dag016, maka laporan sudah disampaikan paling
disampaikan kepada Direktur Jenderal terkd@ambat pada tanggal 5 Februari 2017.
paling lambat tanggal tiga belas bulan Oktober Dalam hal pengukuran kinerja, bahwa
tahun berjalan” (ibid, 33). SedangkariSalah satu fondasi dalam menerapkan
penyampaian laporan kinerja triwulan IVmanajemen kinerja adalah pengukuran kinerja
dijelaskan “laporan kinerja triwulan IV padadalam rangka menjamin adanya peningkatan
PTKN disusun berdasarkan perjanjian kinerjdalam pelayanan publik dan meningkatkan
yang ditandatangani oleh pimpinan PTKN daakuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
disampaikan kepada Direktur Jenderal terkasutputdanoutcomeyang akan dan seharusnya
paling lambat tanggal tiga belas bulan Januaticapai untuk memudahkan terwujudnya
tahun selanjutnya” (ibid, 35). Dapat ditegaskaorganisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja
bahwa penyampaian laporan kinerja selambatiakukan dengan membandingkan antara
lambatnya pada tanggalA@ril untuk laporan  kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang
kinerja triwulan |, pada tanggal 13 Juli untukerjadi. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara
laporan kinerja triwulan 11, pada tanggal 1®erskala setiap triwulan dan tahunan.
Oktober untuk laporan kinerja triwulan Ill, Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam
tanggal 13 Januari tahun berikutnya untulaporan kinerja harus cukup menggambarkan
laporan kinerja triwulan IMsehingga batas posisi kinerja unit/satuan kerja” (Anonim, 2016
waktu penyampaian laporan kinerja penting 38—39). Berkenaan dengan pengukuran
diingat agar bisa tepat waktunya. kinerja sebagaimana kutipan di atas, maka
Mengenai Laporan Kinerfeahunan untuk dapat ditegaskan beberapa hal yang perlu
Unit Pelaksandeknis (UPT) pada Pguruan diperhatikan oleh pelaku pada PTKN Hindu
Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) adadiIndonesia, antara lain : a) pengukuran kinerja
dijelaskan “Laporan kinerja tahunan PTKNperlu untuk peningkatan pelayanan publik, b)
tahun berjalan disusun berdasarkan perjanjipengukuran kinerja perlu untuk peningkatan
kinerja yang ditandatangani oleh pimpinaakuntabilitas terkatutputdanoutcomeyang
PTKN dan disampaikan kepada Direktuharus dicapai secara akuntabel, c) pengukuran
Jenderal melalui Sekretaris Direktur Jender&lnerja perlu untuk peningkatan kinerja secara
terkait serta tembusan diberikan kepadeomparatif antara kinerja yang diharapkan
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biralengan kinerja yang terjadi, d) pengukuran
Organisasi dafata Laksana paling lambatkinerja perlu untuk peningkatan kinerja secara

Penerapan KMARI Nomor 702ahun 2016 Sebagai Upaya Nyata Menuju Kualitas Penjaminan 61
Mutu PeguruanTinggi Pada KementeriaAgama | I Ketut Subagiasta



triwulan dan secara tahunan, dan e) pengukurdimdu agar memiliki hasil kinerja(tcomé
kinerja perlu untuk peningkatan kualitas kinerjgang jelas dan juga memiliki hasil keluaran
pada satuan kerja perguruan tinggi keagamakinerja ©utpu) yang nyata. Bila dilaksanakan
negeri Hindu masing-masing. penelitian oleh para dosen agar ada hasil
Dalam konteks dengan indikator kinerjgpenelitian dan ada hasil publikasi penelitian
utama, ada ditegaskan bahwa “Indikator kinergecara akurat dan profesional. Begitu juga agar
adalah ukuran keberhasilan yang mengda pertanggungjawaban di bidang keuangan
gambarkan terwujudnya kinerja, tercapainygang transparan dan akuntabel. Pada unsur
hasil program dan hasil kegiatan indikatopimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri,
kinerja instansi pemerintah harus selaras antarutama pada perti Hindu negeri juga memiliki
tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yangpasil kinerja dan hasil keluaran yaagtual
digunakan harus memenubhi kriteria spesifikyp to dateprofessionglserta akuntabel.
dapat diukyrdapat dicapai, relevan, dan sesuai
dengan kurun waktu tertentu” (ibid). Komponer2.5Tujuan Reviu atas Laporan Kinerja
penting dalam pengukuran kinerjaantaralain: Kegiatan yang dilaksanakan pada suatu
a) ukuran keberhasilan yang menggambarkarstansi atau organisasi pemerintah tentu memiliki
terwujudnya kinerja, b) tercapainya hasitujuan yang jelas dan pasti. Begitu pula tujuan
program, c) tercapainya hasil kegiatan, dpengenai reviu atas laporan kinerja yang
indikator kinerja instansi pemerintah haruslilaksanakan oleh segenap perangkat atau
selaras dengan antar tingkatan unit organisagparat pada perguruan tinggi keagamaan negeri
e) indikator pengukuran kinerja memenuhbahwa tujuannya sebagaimana yang telah
beberapa kriteria, seperti : kriteria spesifikgitentukan, maka ada dijelaskan seperti “tujuan
dapat terukydapat dicapai, relevan, dan sesuagviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi
dengan kurun wktu tertentu misalnya kurupemerintah adalah : a. membantu
triwulan dan tahunan. penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
Berkenaan dengan indikator kinerja utamenstansi pemerintah; dan b. memberikan
(IKU) sesuai KMARI Nomor 702 tahun 2016keyakinan terbatas mengenai akurasi,
ada ditegaskan bahwa “Indikator Kinerj&keandalan, dan keabsahan data/informasi
Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilakinerja instansi Pemerintah sehingga dapat
yang menggambarkan kinerja utama instangienghasilkan Laporan Kinerja yang
pemerintah sesuai dengan tugasdan fungsi sdatakualitas” (Anonim, 2016 : 60). Jadi ada dua
mandat ¢ore businessyang diemban. tujuan yang dapat dipahami yang dapat
Indikator kinerja utama (IKU) dipilih diditerapkan di PTKN Hindu yakpertama
dariseperangkat indikator kinerja yang berhasihembantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas
diidentifikasi dengan memperhatikan prosesinerja instani pemerintah pada PTKN Hindu
bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerj@lankeduamemberikan keyakinan mengenai
yang baik” (ibid). Dengan menyimak maknaakurasi, keandalan/keabsahan data informasi
indikator kinerja utama (IKU) sebagaiman&kinerja pada PTKN yang harapannya untuk
ditegaskan pada kutipan di atas, bahwa ukuremendapatkan laporan kinerja PTKN yang
dari indikator kinerja utama adalah hasil kinerjaermutu akurat.
(outcomé. Mulai dari komponen aparat di
tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah6 Tata Cara Reviu atas'Laporan Kinerja
termasuk komponen unit pelaksana teknis Berdasarkan KMARI Nomor 702 tahun
(UPT) pada perguruan tinggi keagamaan neg@016, dinyatakan bahwa tata cara reviu, antara
seperti di perguruan tinggi keagamaan negédain : “1. Pihak yang melakukan reviuy#aktu
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pelaksanaan reviu, 3. Ruang lingkup Selanjutnya mengenai ruang lingkup
pelaksanaan reviu, dan 4. Pelaporan revigtlaksanaan reviu, dijelaskan pada KMARI
(Anonim, 2016 : 60—61). DenganNomor 702 tahun 2016, sebagai berikut : “a)
memperhatikan tata cara reviu atas lapordvietode pengumpulan data/informasi. Hal ini
kinerja sesuai kutipan di atas, maka upaya reuiilakukan terkait untuk menguji keandalan dan
sesungguhnya sebagai upaya untukurasidata/informasikinerjayang disajikan
meningkatkan mutu kinerja pada perguruadgialam laporan kinerja; b) Penelaahan SAKIP
tinggi keagamaan negeri, termasuk juga padacara ringkas. Hal ini dilakukan untuk menilai
perguruan tinggi keagamaan negeri Hindu #ieselarasan antara perencanaan strategis di
Indonesia. Sebagaimana dijelaskan padangkat KementerianAgama dengan
KMARI Nomor 702 tahun 2016 tersebutperencanaan strategis unit di bawahnya,
bahwa pihak yang melakukan reviu adalaterutama dalam hal keselarasan sasaran,
pihak auditor pada Inspektorat Jenderahdikator kinerja, program dan kegiatannya; c)
KementerianAgama Republik Indonesia. Penyusunan kertas kerja reviu. Kertas kerja
Sedangkan pihak perguruan tinggi keagamaeaviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai
negeri Hindu tentu menyiapkan bahan-bahaberikut : 1) Hasil pengujian atas keandalan dan
material, dokumen, ataupun hal-hal yangkurasi data atau informasi kinerja dalam
dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan revaporan kinerja; 2)elaahan atas aktivitas
yang dilakukan oleh para auditor Inspektorgienyelenggaraan SAKIP; 3) Hal yang direviu
Jendral Kementeriahgama Republik dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
Indonesia. dan 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu
Selanjutnya dalam hal waktu pelaksanaatan kesimpulan/catatan pereviu; d) Setelah
reviu dijelaskan bahwa @hapan reviu laporan melakukan reviu, pereviu harus membuat surat
kinerja merupakan bagian tidak terpisahkapernyataan telah direviu dan surat tersebut
dari tahapan pelaporan kinerja. Revimerupakan bagian darilaporan kinerja; €) Reviu
dilaksanakan secara paralel dengagilakukan hanya atas laporan kinerja
pelaksanaan manajemen dan penyusungementeriagama” (Anonim, 2016 : 61).
laporan kinerja Instansi Pemerintah. ReviBeberapa kutipan di atas sungguh jelas yang
harus sudah selesai sebelum ditandatangaaitut diacu dan dijadikan pedoman penting
pimpinan dan sebelum disampaikan kepadkalam melakukan reviu laporan kinerja yang
Menteri PendayagunaAparatur Negara dan dilakukan oleh pereviu pada satuan kerja pada
Reformasi Birokrasi yaitu tanggal dua pululmasing-masing perguruan tinggi keagamaan
bulan Februari tahun berjalan” (Anonim, 201®egeri yang direviu oleh petugas reviu, yang
: 60—61). Dengan menyimak mengenai waktpada akhirnya kesimpulan dari tata cara reviu
pelaksanaan reviu atas laporan kinerja sepestiat ini dapat menjadi dasar dalam melakukan
kutipan di atas, bahwa waktu pelaksanaan revieviu pada tahun berikutnya. Semoa dengan
dilakukan disesuaikan dengan tahapapelaksanan reviu laporan kinerja memperoleh
pelaksanaan laporan kinerja, setidaknya wakiasil yang baik dan tidak ada perbaikan,
pelaksanaan reviu telah selesai dilakukasedapat mungkin sudah memenuhi ketentuan
penandatanganannya oleh pimpinan damang berlaku dalam pedoman reviu laporan
sebelum disampaikan kepada Mentekinerja.
PendayagunaaAparatur Negara dan Sedangkan mengenai pelaporan reviu, bila
Refromasi Birokrasi, setidaknya pada tanggdisimak pada KMARI Nomor 702 tahun 2016,
dua puluh Februari tahun berjalan. yang pada intinya sebagai upaya pertang-
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gungjawaban pelaksanaan reviu, sepergflectee (dari bahasa latin) yang maknanya
prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atanelengkung ke belakang. Maksudnya bahwa
kelemahan yang ditemui, langkah perbaikamenengok hal-hal yang telah dilakukan dan
yang disepakati, langkah perbaikan yang telalilaksanakan yang bersifat memeriksa kembali.
dilakukan dan saran perbaikan yang tidak at&efleksi sebagai pembalikan, yang lazimnya
belum dilaksanakan. Semua laporan revipembalikan juga disebut sebagai reflexio
sebagai dasar dalam membuat pernyataan tetahksudnya menekuk ke belakang. Dalam arti
direviu. Pernyataan yang dimaksudkan antatetuk mengamati, mencermati, memperhatikan
lain : “a) Reviu telah dilakukan atas laporatembali hal-hal yang perlu ditinjau kembali atau
kinerja untuk tahun yang bersangkutan. b) Revieview sehingga dapat dibenahi, diluruskan,
telah dilaksanakan sesuai dengan pedomdiperbaiki ke arah yang lebih baik dan lebih
reviu laporan kinerja. ) Semua informasi yangenar

dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian

manajemen. dJujuan reviu adalah untuk 3.1 Simpulan

memberikan keyakinan mengenai akurasi, Menyimak beberapa uraian sebelumnya,
keandalan, dan keabsahan informasi kinemaaka beberapa simpulan dalam tulisan ini
dalam laporan kinerja kepada pimpinan instangieliputi, pertamamemahami dengan baik
pemerintah. e) Simpulan reviu yaitu apakabeberapa dasar hukum dalam melakukan
laporan kinerja telah menyajikan informasperjanjian-perjanjian kinerja maupun dasar
kinerja yang andal, akurat, dan absah. fukum dalam membuat laporan kinerja dan
Paragraf penjelas (apabila diperlukan) yangrmasuk dasar hukum dalam melakukan reviu
menguraikan perbaikan penyelenggaraatas laporan kinerja. Penting dipahami juga
SAKIP dan koreksi atas penyajian laporaterkait beberapa komponen pada Keputusan
kinerja yang belum atau belum selesai dilakukavienteriAgama Republik Indonesia Nomor
oleh unit pengelola kerja” (Anonim, 2016 : 62)702 tahun 2016, di antaranya mengenai
Mengenai pelaporan reviu sesuai sumber pagdangertian perjanjian kinerja, juga mengenai
PMARI di atas, bahwa sesuai format lampirapengertian laporan kinerja, dan pentingnya
[1l.A menjadi bagian dari kinerja pereviu yaknidipahami tentang pengertian reviu atas laporan
Inspektorat Jenderal Kementerfsgama Rl kinerja sebagaimana sudah diuraikan pada
dan terkait dengasheck lissesuai format Ill.B  bagian pendahuluan tulisan ikeduadalam
merupakan bagian kinerja dari Kementerianpaya untuk menerapkan Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia. Agama Republik Indonesia pada berbagai
satuan kerja yang ada di KementeAgama
[ll. Simpulan dan Refleksi RI di seluruh Indonesia, termasuk pada

Pada bagian akhir dari tulisan iniperguruan tinggi kegamaan negeri, yang juga
menguraikan mengenai simpulan dan refleksida termasuk perguruan tinggi keagamaan
Simpulan merupakan inti dari apa yang diuraikadindu negeri yang jumlah ada empat buah,
pada halaman sebelumnya sehingga pembamaka hal penting dipahami adalah bagaimana
dapat memahami isi utama dari tulisan intentang tujuan penyusunan perjanjian kinerja,
Simpulan memuat beberapa pernyataan inti ataal-hal yang dilakukan dalam penyusunan
pernyataan singkat yang menggambarkan mateérjanjian kinerja, apa yang menjadi tujuan
penting yang perlu dipahami dan ditindaklanjuttaporan kinerja, ada format-format yang
Selanjutnya refleksi dimaksudkan adalah uraiatigunakan dalam membuat perjanjian kinerja
mengenai meditasi yang dalam karena refleksiaupun dalam membuat atau menyusun
dari katareflection (bahasa Inggris) danlaporan kinerja, serta upaya-upaya yang
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dilakukan dalam penyampaian laporan kinerjaegeri, sehingga dapat memiliki keluaran yang
upaya untuk membuat laporan kinerja secabermutu Quality outpu} serta memiliki hasil
berkala seperti laporan kinerja secara triwulakinerja yang bermutuqgality outcomi
I, laporan kinerja secara triwulan Il, laporarsemoga berhasil dengan hasil terbaik kualitas
kinerja secara triwulan I, dan laporan kinerjgperguruan tinggi keagamaan Hindu negeri di
secara triwulan IMmaupun dalam membuatindonesia sebagai media untuk memnujuld
laporan kinerja tahunan. Kemudian ada upaydass university\WCU), serta dapat menuju
mengenai pengukuran kinerja, termasuk hapini terbaik bagi Kementerid&qgama Republik
yang terkait indikator kinerja, dan mengendndonesia yakni opini wajar tanpa pengecualian
indikator kinerja utama atau IKU. PentingnyatauWW TP. Semoga terwujud dengan sukses,
pelaksanaan menelaah laporan kinerja, yasgkali lagi “bersih melayani” dan “lebih dekat
wajib dipahami mengenai tujuan reviu atamelayani umat”.
laporan kinerja pada satker masing-masing.
Ada upaya mengenai tata cara reviu atas lapo2 Refleksi
kinerja pada satkesehingga penerapan  Menyimak paparan sebelumnya bahwa
KMARI Nomor 702 tahun 2016 dapatyang penting menjadi bahan refleksi adalah
terlaksana dengan baik, berigmsparan, dan menengok kembali keluaran kinerautpu)
bermutu faktual. serta hasil kninerjaoitcomég pada tahun
Ketiga, upaya untuk menerapkansebelumnyalentu kinerja tahun sebelumnya
KMARI Nomor 702 tahun 2016, hendaknyadapat dijadikan cermin atau pedoman dalam
komponen satuan kerja masing-masingipaya meningkatkan mutu penyelenggaraan
termasuk pada perguraun tinggi Hindu nege® TKN Hindu di tahun ini dan di tahun
agar lebih memahami kandungan isi KMARberikutnya. Bilamana pada tahun-tahun
Nomor tahun 2016 dengan sebaik-baiknyagbelumnya bahwa penyelenggaraan kinerja
guna bisa diaplikasikan secara tepat, baik tegatda perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri
format, tepat prosedutan tepat substansinyadi Indonesia sudah mencapai hasil yang baik,
Para pihak atau komponen yang terkait padientu yang diharapkan adalah hasilnya semakin
perguruan tinggi keagamaan Hindu negelebih baik dan semakin lebih bermutu. Dalam
hendaknya memiliki persepsi, pemahamaikpnteks ini bahwa keluaran kinerja dan hasil
memaknai, dan mengetahui secara baik, peridnerja yang lalu sudah baik, jika malah
dan transparan mengenai apa-apa yang menjselaliknya saat menjadi malah menurun, maka
tugas dan fungsinya, sehingga dalam melakukhal itu perlu dilakukan upaya terobosan, upaya
atau menerapkan KMARI Nomor 702 tahuminamis, upaya kreatif, serta upaya lebih
2016 dapat diterapkan secara baik, hetzar profesional dalam mencapai mutu keluaran dan
andal. Hindari adanya keraguan dalam hahutu hasil kinerja ke arah yang lebih baik, lebih
penerapan ketentuan tersebut, oleh karenahgirprestasi, serta lebih akurat.
dan makna yang dimaksudkan untuk Dalam konteks tersebut bahwa makna
meningkatkan kualitas penyelenggraraan daefleksi dapat memberikan dorongan semangat
pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Hindlinerja yang lebih semangat, lebih mantap, lebih
negeri yang dapat melayani secara baik yakiaiat, lebih bermartabat, serta lebih berkualitas.
“bersih melayani” dan lebih dekat melayanApa-apa yang telah dicapai di masa
umat”. Betapa pentingnya perjanjian kinerjasebelumnya yang telah tergolong baik misalnya,
laporan kinerja, maupun reviu atas laporamaka untuk masa kini tentu dilakukan upaya-
kinerja bagi keberhasilan dan peningkatan mutypaya lebih nyata, seperti : diupayakan untuk
pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Hingkembenaham, upaya perbaikan, upaya
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penataan, upaya peninjauan, upaya kajian, Kinerja Satuan Qganisasi/Ketja Di
upaya penelusuran, upaya pengecekan, upaya Lingkungan Denpartemen Aganiro
pembinaan lebih intensif, upaya penyegaran, Ortala Setjen Kemenag Rl Jakarta.

upaya lebih mentaa.ti paraturan Yan@ nonim. 2007 Teknik Penyusunan Laporan
diberlakukan oleh pemerintah, dan sebagainya. Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan

Semua upaya yang menjadi upaya perbaikan De . :

: : partemen Agam&iro Kepegawaian
F.jan penelaahan kg arah yang Ieplh baik, da}n Setjen Kemenag R Jakarta.
jika bisa mencapai keluaran kinerjadan hasil S
kinerja yang terbaik, maka hal itulah sebagdinonim. 2007Anggaran Berbasis Kinerja.
upaya peningkatan mutu yang diharapkan Biro Ol’ta|a Setjen Kemenag RI Jakarta.

pemerintah, sehingga tercapai opinAnonim. 2007.Teknik Evaluasi Laporan
Kementeriarhgama Republik Indonesiayakni  Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan
wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga Departemen AgamaBiro Ortala Setjen
target tunjangan kinerja (tukin) personil di  Kemenag RI Jakarta.
Kementeria\gama Republik Indonesia yang
semula targetnya 40% dapat ditingkatkaﬁ‘
menjadi 60%. Itu kembali kepada kualitas
kinerja para aparat sipil negara (ASN) pada
Kementeriarhgama Republik Indonesia, jugaAnonim. 2015.Himpunan Peraturan
termasuk pada para aparat sipil negara (ASN) Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berkarya pada perguruan tinggi keagamaan Kementerian Agam#iro Keuangan dan
negeri di Indonesia, termasuk juga yang ada Barang Milik Negara, Setjen Kemenag RI
pada PTKN Hindu di Indonesia yang berjumlah  Jakarta

empat buah PTKN. Anonim. 2016 KMA RI Nomor 702/2016.
Biro Ortala Setjen Kemenag RI Jakarta

nonim. 2007.Akuntabilitas Dan Good
Governance.Biro Ortala Setjen
Kemenag RI Jakarta.
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